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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Dinas 

Jaga pada AHTS Etzomer 501 sebelum terjadinya insiden tubrukan saat operasi Ship-to-Ship (STS) dengan 

MT. Rina 9 di Selat Kijang. Latar belakang masalah menunjukkan adanya fenomena kegagalan sistem tambat 

di tengah kondisi arus pasang surut yang ekstrem, yang dipicu oleh keterlambatan serah terima jaga serta 

hilangnya pengawasan terhadap kondisi teknis kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif melalui studi kasus di AHTS Etzomer 501. Teknik pengumpulan data meliputi observasi 

partisipatif langsung di atas kapal, wawancara mendalam dengan narasumber kunci (Nakhoda, Mualim I, 

Mualim II, dan ABK Jaga), serta studi dokumentasi yang merujuk pada Log Book, jadwal dinas jaga, dan 

STS Operations Checklists. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dinas jaga di AHTS Etzomer 

501 secara regulatif belum berjalan optimal akibat kegagalan komunikasi dua arah (closed-loop 

communication) antara tim anjungan dan tim dek (Bridge Team Management). Hambatan koordinasi 

tersebut mengakibatkan pembiaran terhadap kondisi tali depan yang mengendur (slack) dan pergeseran 

fender utama tanpa antisipasi. Pada fase kritis sebelum benturan, perwira jaga mengalami kelumpuhan 

keputusan (decision paralysis) yang menghambat penanganan darurat menggunakan Quick Release Gear. 

Disarankan bagi perusahaan pelayaran untuk memperketat kewajiban serah terima jaga secara visual 15 

menit lebih awal, menerapkan sistem checklist digital yang terstandarisasi, serta meningkatkan frekuensi 

latihan pelepasan darurat guna memitigasi risiko tubrukan di masa depan. 

Kata Kunci: AHTS, Dinas Jaga, Human Error, Mooring Integrity, Ship-to-Ship (STS). 

 

Abstract 

This study aims to analyze the implementation of the Watchkeeping Standard Operating Procedure (SOP) on the 

AHTS Etzomer 501 prior to the collision incident during a Ship-to-Ship (STS) operation with the MT. Rina 9 in the 

Kijang Strait. The background of the problem indicates a mooring system failure amidst extreme tidal current conditions, 

triggered by a delayed watchkeeping handover and a lack of monitoring of the vessel's technical condition. The research method 

used is descriptive-qualitative through a case study on the AHTS Etzomer 501. Data collection techniques include direct 

participatory observation onboard, in-depth interviews with key informants (Captain, Chief Officer, Second Officer, and 

watchkeeping ratings), and documentation studies referencing the Log Book, watchkeeping schedules, and STS Operations 

Checklists. The results indicate that watchkeeping implementation on the AHTS Etzomer 501 had not run optimally due to 

a breakdown in closed-loop communication between the bridge and deck teams (Bridge Team Management). This coordination 

failure led to the neglect of a slackening head line and the displacement of the primary fender without anticipation. In the critical 

phase before impact, the officer on watch experienced decision paralysis, which hindered emergency response using the Quick 

Release Gear. It is recommended that shipping companies enforce a mandatory visual handover 15 minutes prior to watch, 

implement a standardized digital checklist system, and increase the frequency of emergency release drills to mitigate future 

collision risks. 

Keywords: AHTS, Human Error, Mooring Integrity, Ship-to-Ship (STS). 
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A. PENDAHULUAN 

Sebagai negara kepulauan yang wilayahnya dihubungkan oleh perairan, Indonesia sangat 

bergantung pada armada kapal sebagai sarana angkutan laut guna menjamin kelancaran distribusi 

logistik antar-pulau. Transportasi laut memegang peran krusial dalam memfasilitasi mobilisasi 

kargo dalam volume besar, termasuk pada aktivitas ekspor dan impor yang menjadi salah satu 

sumber utama pendapatan devisa negara. Untuk merealisasikan operasional tersebut secara 

optimal, personel di atas kapal dituntut memiliki kecakapan mumpuni agar dapat menakhodai kapal 

dengan aman sekaligus efisien, dengan mengacu pada standar internasional seperti Collision 

Regulation 1972 dan STCW 1978 beserta amandemen Manila 2010. 

Berdasarkan data resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tahun 2024, 

angka kecelakaan kapal mengalami lonjakan sebesar 37,6% dari tahun sebelumnya dengan 

akumulasi mencapai 128 insiden (Dataloka, 2025), di mana faktor teknis dan faktor manusia 

(human error) masih mendominasi penyebab kecelakaan non-konvensi di perairan domestik 

(KNKT, 2025). Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang telah 

diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 terus memperkuat wewenang 

Syahbandar dalam penegakan kelaiklautan kapal, namun realitas operasional membuktikan bahwa 

kepatuhan terhadap budaya keselamatan (safety culture) dan integrasi sistem manajemen risiko 

masih belum optimal (Pusat Diklat Pemerintahan, 2025). 

Perwira Jaga (Officer of the Watch) yang bertindak sebagai representasi Nakhoda 

memegang otoritas dan tanggung jawab penuh atas keselamatan kapal selama periode jaganya, 

sebagaimana diatur dalam STCW 1978 Amandemen 2010 Section A-VIII/2 dan Bridge Procedures 

Guide, yang mengharuskan perwira jaga melakukan pengamatan keliling secara terus-menerus 

(proper look-out) sesuai Aturan 5 COLREG, serta menjamin serah terima jaga dilakukan minimal 

15 menit sebelumnya. Dalam kondisi khusus seperti operasi Ship-to-Ship (STS), perwira jaga 

bertanggung jawab penuh atas pengawasan stabilitas kapal, kekuatan tali tambat, serta pemantauan 

faktor eksternal seperti arus dan cuaca. 

Salah satu kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah peristiwa tubrukan (ship 

collision) yang melibatkan AHTS Etzomer 501 dan MT. Rina 9 pada 28 Oktober 2024 pukul 06.05 

di Selat Kijang, yang terjadi saat kedua kapal sedang melakukan operasi Ship-to-Ship (STS) di 

tengah kondisi arus pasang surut yang ekstrem. Insiden ini dipicu oleh kegagalan mempertahankan 

posisi aman kapal akibat tali tros depan (head line) yang mengalami kekenduran (slack) tanpa 

terdeteksi, sehingga buritan AHTS Etzomer 501 menghantam lambung MT. Rina 9 dan 

mengakibatkan kerusakan struktural pada kedua kapal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penerapan SOP Dinas Jaga AHTS Etzomer 501 sebelum kapal mengalami tubrukan 

saat STS dengan MT. Rina 9. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis secara mendalam penerapan SOP Dinas Jaga di AHTS Etzomer 501 sebelum 

terjadinya insiden tubrukan, sekaligus merumuskan langkah mitigasi guna meminimalkan risiko 

kelalaian dalam pelaksanaan tugas jaga di masa mendatang. 
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B. STUDI LITERATUR 

Dinas jaga secara umum didefinisikan sebagai aktivitas pengawasan terstruktur yang 

diselenggarakan di atas kapal maupun di area pelabuhan secara kontinu selama 24 jam penuh demi 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan terkendali. Branch (1995) mengemukakan 

bahwa dinas jaga merupakan bentuk tanggung jawab penuh dalam pengelolaan aspek keamanan di 

area dermaga maupun pelabuhan, sedangkan Kurniawan (2018) menegaskan bahwa dinas jaga laut 

esensinya merupakan tindakan pemantauan konstan sepanjang hari yang diproyeksikan untuk 

menyokong kelancaran sekaligus keselamatan navigasi selama pelayaran, baik saat kapal berlayar 

(underway), lego jangkar (at anchor), bersandar (berth), maupun berada di galangan (docking). 

Kuncowati dan Listriyawati (2020) menegaskan bahwa aspek keselamatan pelayaran 

berfokus pada terpenuhinya standardisasi keamanan dalam aktivitas transportasi di kawasan 

maritim dan pelabuhan, di mana kecelakaan kapal kerap disebabkan oleh tidak diterapkannya aturan 

internasional yang berlaku. Mengacu pada Regulasi 7 COLREG 1972 mengenai bahaya tabrakan, 

Supriyono dan Subandrijo (2017) menjabarkan bahwa seluruh instrumen di atas kapal wajib 

dimanfaatkan secara optimal untuk mendeteksi potensi bahaya tabrakan, dan apabila muncul 

keraguan, situasi tersebut harus diasumsikan sebagai ancaman tabrakan yang nyata, termasuk 

keharusan penggunaan radar secara benar melalui pemindaian jarak jauh (long-range scanning) dan 

pemetaan radar (radar plotting). 

Karisman (2017) menyatakan bahwa tata kelola keselamatan dan keamanan dalam 

pelayaran merupakan elemen krusial yang menjadi fondasi pengambilan keputusan terkait 

kelayakan berlayar, baik dari aspek sarana, prasarana navigasi, maupun sumber daya manusia yang 

bertugas. Bangun Wilson (2012) mendefinisikan keselamatan kerja sebagai bentuk proteksi atas 

jaminan keamanan fisik maupun psikologis bagi tenaga kerja, yang mencakup penempatan personel 

sesuai kompetensi, pemanfaatan alat pelindung diri, serta kepatuhan terhadap regulasi dan metode 

operasional yang berlaku. Kecelakaan kapal umumnya dipicu oleh kombinasi faktor kelalaian 

manusia (human error), kondisi lingkungan kerja, serta kondisi perangkat dan permesinan yang 

tidak representatif. 

Setiap perwira jaga mengemban tanggung jawab signifikan yang menuntut kapabilitas 

kepemimpinan dalam mengarahkan bawahannya selama dinas berlangsung. Menurut Siagian 

(1983), pendelegasian tugas dilatarbelakangi oleh beban kerja dan kebutuhan spesialisasi keahlian 

tertentu. Moreby (2013) mengidentifikasi lima elemen fundamental yang memengaruhi performa 

kerja terhadap suatu tanggung jawab, yaitu ketertarikan terhadap profesi, ketepatan waktu, akurasi 

dan efektivitas kerja, optimalisasi pelaksanaan fungsi, serta penuntasan pekerjaan secara optimal, 

yang seluruhnya berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan dinas jaga di atas kapal.  

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus di AHTS 

Etzomer 501. Metode ini digunakan untuk menghimpun data empiris mengenai kondisi riil 

pelaksanaan dinas jaga di kapal, khususnya untuk mengobservasi kesesuaian penerapan SOP Dinas 

Jaga saat STS dengan MT. Rina 9 terhadap standar yang berlaku. Objek penelitian difokuskan pada 

empat prosedur dinas jaga saat STS, yaitu penempatan fender, pengawasan head line dan stern line, 
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kesiapan peralatan pelepasan darurat (quick release gear), serta komunikasi dan mitigasi risiko 

antara tim anjungan dan tim dek. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga instrumen utama. Pertama, 

observasi partisipatif dilakukan secara langsung di atas kapal untuk mengamati kepatuhan perwira 

jaga terhadap prosedur serah terima jabatan, pemantauan tegangan tali (mooring lines), dan posisi 

fender saat arus kuat. Kedua, wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur dan terpisah 

kepada narasumber kunci, yaitu Nakhoda, Mualim I, Mualim II, dan ABK Jaga, untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan STS dengan MT. Rina 9. Ketiga, studi dokumentasi 

dilakukan terhadap Log Book, Master's Standing Orders, jadwal dinas jaga (watchkeeping 

schedule), catatan jam kerja dan istirahat kru, serta STS Operations Checklists guna memvalidasi 

data lapangan. 

Analisis data dilakukan melalui lima tahapan, yaitu seleksi data untuk menyaring informasi 

yang relevan dengan mekanisme dinas jaga saat STS; pembersihan data melalui verifikasi silang 

(cross check) antara logbook kapal dengan pernyataan kru; pengkodean data untuk memetakan 

hubungan kausalitas antara kelalaian manusia dan insiden fisik; analisis deskriptif untuk menyajikan 

gambaran sistematis mengenai frekuensi pelanggaran SOP; serta interpretasi hasil untuk 

mengaitkan temuan dengan teori manajemen keselamatan dalam menyusun rekomendasi strategis 

bagi perusahaan pelayaran. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan dinas jaga di AHTS Etzomer 501 pada dasarnya telah mengikuti aturan yang 

ditetapkan untuk mencegah kecelakaan dan menjamin keselamatan pelayaran. Namun demikian, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perilaku petugas jaga yang tidak sesuai 

prosedur, khususnya pada pelaksanaan operasi Ship-to-Ship (STS) dengan MT. Rina 9 di Selat 

Kijang pada 28 Oktober 2024. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa prosedur STS yang ideal 

mencakup persiapan fisik dan administratif yang ketat, namun sering kali terabaikan akibat tekanan 

operasional, khususnya pada proses serah terima jaga (handover) yang seharusnya dilakukan 

minimal 15 menit sebelum tugas dimulai. 

1. Prosedur dan Status Pelaksanaan SOP Dinas Jaga saat STS 

Tabel 1 merangkum elemen pokok SOP Dinas Jaga saat STS beserta status pelaksanaannya 

di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap kru AHTS Etzomer 

501. Ditemukan bahwa keterlambatan perwira jaga menyebabkan pemantauan kondisi 

lingkungan, seperti kekuatan arus di Selat Kijang, tidak tersampaikan dengan baik, sehingga 

prosedur yang seharusnya bersifat preventif berubah menjadi reaktif. 

 

Tabel 1. Elemen SOP Dinas Jaga saat STS dan Status Pelaksanaannya 

No Elemen Prosedur Status 

1 Serah terima jaga (handover) minimal 15 menit sebelum 

tugas dimulai 

Tidak terlaksana tepat waktu 
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2 Pemantauan posisi fender terhadap perubahan draft dan 

pergerakan kapal 

Tidak dipantau secara dinamis 

3 Pengawasan kekencangan head line dan stern line (tending 

lines) 

Tidak berjalan optimal 

4 Komunikasi dua arah (closed-loop communication) antara 

tim anjungan dan tim dek 

Tidak berjalan efektif 

5 Kesiapan dan eksekusi Quick Release Gear saat kondisi 

darurat 

Terlambat dieksekusi 

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti, 2026 

Tugas utama Perwira Jaga (OOW) selama STS adalah menjaga mooring integrity, yaitu 

keutuhan penambatan kapal. Kegagalan Mualim Jaga dalam melakukan tending lines menjadi 

penyebab utama kapal mengalami slack, yang membuktikan bahwa tanggung jawab perwira 

bukan sekadar berdiri di anjungan, melainkan menganalisis tegangan tali terhadap beban 

lingkungan secara terus-menerus. Selain itu, komunikasi antara Perwira Jaga dengan ABK di dek 

ditemukan kurang efektif, sehingga instruksi heaving atau pelepasan darurat tidak terlaksana 

tepat waktu, yang menghilangkan kesempatan untuk mencegah benturan fisik sebelum 

momentum kapal menjadi terlalu besar untuk dihentikan. 

2. Faktor Penyebab dan Kerangka Analisis Kelalaian Dinas Jaga 

Gambar 1 menyajikan kerangka pikir penelitian yang menggambarkan alur analisis mulai 

dari identifikasi masalah dinas jaga saat STS hingga perumusan rekomendasi mitigasi risiko 

tubrukan kapal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor penyebab tidak 

terlaksananya tugas jaga di AHTS Etzomer 501 meliputi kurangnya pemahaman petugas jaga 

tentang tanggung jawabnya saat kapal melakukan Ship to Ship, serta kurangnya komunikasi 

antara perwira jaga yang memonitor posisi kapal melalui radar dan ABK jaga yang melakukan 

pengawasan di dek. 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Penempatan fender merupakan garis pertahanan pertama dalam operasi STS untuk 

menyerap energi benturan antar kapal. Efektivitas fender sangat bergantung pada pengawasan 

kontinu terhadap perubahan sarat (draft) dan kondisi cuaca; kegagalan pemantauan 
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menyebabkan fender tergelincir atau naik ke atas dek saat kapal mengalami rolling atau pitching 

yang hebat. Selain itu, ketersediaan Quick Release Gear bersifat mandatori dalam operasi 

berisiko tinggi seperti STS, namun penelitian menemukan bahwa kegagapan pengambilan 

keputusan oleh Mualim II menghambat instruksi pelepasan darurat saat kapal mulai lepas 

kendali. Kombinasi ketiga kegagalan sistemik ini, yaitu ketidakstabilan mooring integrity, 

ketidaksiapan mitigasi benturan, dan kelalaian prosedur darurat, menjadi penyebab utama 

terjadinya tubrukan antara AHTS Etzomer 501 dan MT. Rina 9. 

 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa insiden tubrukan 

antara AHTS Etzomer 501 dan MT. Rina 9 di Selat Kijang disebabkan oleh kelalaian kru kapal 

terhadap Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di atas kapal. Kegagalan ini terjadi 

karena tidak berjalannya SOP jaga saat STS, yang berdampak pada pembiaran kondisi tali tambat 

yang melonggar (slack) serta pergeseran posisi fender, yang kemudian diperparah oleh 

keterlambatan eksekusi SOP Penanganan Keadaan Darurat (Emergency Response) melalui Quick 

Release Gear saat kapal mulai bergerak lepas kendali. Guna mencegah terulangnya insiden serupa, 

disarankan bagi perusahaan pelayaran dan Nakhoda untuk memperketat pengawasan implementasi 

SOP operasional kapal melalui audit keselamatan internal secara berkala, mewajibkan pelatihan 

penyegaran (refresher training) mengenai Bridge Team Management (BTM) bagi seluruh perwira 

dan kru dek, serta membangun budaya keselamatan (safety culture) yang lebih baik di lingkungan 

kerja kapal. Dengan penerapan prosedur yang konsisten dan peningkatan kompetensi awak kapal 

melalui pelatihan berkala, diharapkan setiap operasi berisiko tinggi seperti Ship-to-Ship (STS) di 

masa depan dapat terlaksana dengan standar keselamatan tertinggi, meminimalkan potensi 

kecelakaan kerja, serta mewujudkan pelayaran niaga Indonesia yang aman, efisien, dan nihil 

kecelakaan (zero accident). 
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